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BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KARUPATEN KETAPANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMA'T TUHAN YANG MAHA ESA

d.

BUPATT KETAPANG,

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan
salah satu sumbcr pendapatan asli dacrah yang memiliki
peranan vang sangal slralegis dalam meningkatkan
kemampuan keuangan daerah yang dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan
keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pajak Dacrah dan Rctribusi Dacrah ditctapkan dengan
undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih
lanjutl dengan Peraluran Daerah;

bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh
jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan
dalam 1 (Satu) Pcraturan Dacrah dan menjadi dasar
pemungutan Pajak dan Rcetribusi di Dacrah;

bahwa berdasarkan  perltinbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurif a, huruf b dan hurnif ¢ perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

PPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tenfang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang DPembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) scbagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia ‘Tabhun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 19605 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin
dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 lenlang Pembenlukan Daerah Tingkal [0 Ih
Kalmmanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 501, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2759);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana
lelah diubah beberapa kali lerakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 lentang Penelapan
Peratuuran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856;

Pcraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemmbaran Negara
Republik Indomnesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan
I.embaran Negara Republik ITndonesia Nomoar 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang DBangunan Gedung (Lembaran
Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628);

Peraluran Pemerinlah Nomor 1 Tahun 2023 lenlang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6848);

Pcraturan Pcmcerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah
(Letmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan TLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Dengan...



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menelapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

1€
2
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11.

13.

Daerah adalah Kabupalen Kelapang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.

Bupati adalah Bupati Ketapang.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Dacrah yang berkedudukan schagai
unsur penyelenggara Peinernniahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemeriniahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menunit asas otonomi dan fugas
pembantuan dengan prinsip otonomi selias-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah
adalah unsur pcmbantu Bupati dan DPRD dalam pcnyclenggaraan
urusan pemerinlahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pejabal adalah Pegawai yang diber tugas lertentu di bidang Perpajakan
daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peratuiran
perundang undangan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan
dacrah dalam mcmberikan pclayanan kcpada masyarakat yang
mempunyai flcksibilitas dalam pola pcngelolaan kcuangan scbagai
pengecualian dari kelentluan pengelolaan daerah pada umumnya.
Peraturan Bupali adalah Peraluran Bupali Kelapang.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran vang
bersangkutan.

. Pendapatan Asli Dacrah yang sclanjutnya disingkat PAD adalah

pendapatan Dacrah yang diperolch dari pajak dacrah, retribusi dacrah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan vang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan sccara langsung dan digunakan untuk
keperluan Dacrah bagi scbesar-besarnya kemakmuran rakyat.

|4. Refribusi...
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. Retribusi Daerah vang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

. Subjck Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikcnai

Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi alau badan, mehput pemnbayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-
undangan.

7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang

menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau
perizinan.

Wajb Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurul
peraluran perundang-undangan diwapbkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentis.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perscroan lainnya, badan usaha milik ncgara, BUMD, atau badan
usaha milik decsa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekuluan, perkumpulan, vayasan,
orgamsasi massa, organisasi sosial poliik, alau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, fermasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnyva
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan vang
dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan.

Bumi adalah permukaan bumm yang melipuli tanah dan perairan
pedalaman.

2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli vang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak tcrdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan mclalui perbandingan harga dengan objck lain yang scjcnis,
alau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganli.

Bea Perolehan Hak atlas Tanah dan Bangunan vyang selanjulnya
disingkat BPHTR adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau
Bangunarn.

. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau Bangunan olch orang pribadi atau Badan.

. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, tcrmasuk

hak pengelolaan, beserla Bangunan di alasnya, sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

. Jual beli adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

pembeli dari penjual yvang terjadi melalui jual beli, dimana atas
perolehan tersebut pembeli menverahkan sejumlah uang kepada
penjual dengan salinan bukti kwitansi/bukt lain vang sah.

28. Tukar...
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Tukar menukar adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
yang diterima oleh seorang atau suatu badan dari pihak lain sebagai
gantinva orang atau badan tersebut memberikan tanah dan/atau
bangunan miliknya kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti tanah
dan/atau bangunan vang ditcrimanya.

Hibah adalah perolehan hak alas tanah dan/alau bangunan vang
diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dan pemnberi hibah
pada saat pemberi hibah masih hidup.

Hibah Wasiat adalah suatu perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah atau
wasiat, vang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
Waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli
waris dari pewaris (pemilik tanah dan/atau bangunan) vang berlaku
selelah pewaris memnggal dunia.

. Pemasukan dalain perservan alau badan hukum lainnya adalah

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau
badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai
penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnva
tersebut.

Pemisahan hak yang mengakibatkan pcralihan adalah pemindahan
scbagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan olch orang
pribadi alau badan kepada sesaina pemegang hak bersama.
Penunjukan pembel dalam lelang adalah penelapan pemenang oleh
Pejabat Lelang sebagaimana yvang fercantum dalam Risalah Lelang.

. Pelaksanaan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap adalah perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terjadi dengan
peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak vang
scmula memiliki suatu tanah dan bangunan kcpada pihak vang
ditenlukan dalamn pulusan hakimm menjadi pemilik baru tanah dan
bangunan tersebul.

Penggabungan Usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha
atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu
badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnva vang menggabung.

. Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau

lebih dengan cara mcendirikan badan usaha baru dan melikuidasi
badan-badan usaha yang bergabung terscbut.

Pemnekaran usaha adalah pemisahan sualu badan usaha menjadi dua
badan usaha atau lebih dengan cara mendirnkan badan usaha baru dan
mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru
tersebut vang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha lama.

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyverahan atas tanah
dan/atau bangunan vang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
hukum kcpada pencrima hadiah.

Pemberian hak baru karcna kelanjutan pelepasan hak adalah
pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dar
negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Pemberian hak bar diluar pelepasan hak adalah pemhberian hak baru
atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas
tanah yang berasal dari pelepasan hak milik menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tcrtentu vang
diletapkan oleh Pemenniah.

43. Hak...
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Hak gnina usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana vang
ditentukan oleh perundang undangan yang berlaku.

ITak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah vang bukan miliknya scndiri dengan
jangka wakliu yang dilelapkan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun
1960 tenlang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrana.

. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil

dari tanah yang dikuasai langsiung oleh Negara atau tanah milik orang
lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya  oleh pejabat vang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnyva, vang
bukan pecrjanjian scwa menycwa atau perjanjian pengolahan tanah,
segala sesualu sepanjang Gdak berlenlangan dengan jiwa dan
peraluran perundang-undangan yang berlaku.

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yvang
bersifat perseorangan dan terpisah, Hak milik atas satuan rumah
susun meliputi juga hak atas bagian besama, benda bersama, dan
tanah bersama yang semuanva merupakan satu kesatuan yang tidak
tcrpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

. Hak pecngclolaan adalah hak menguasai dari Negara atas tanah yvang

kewenangan pelaksanaanya sebagian dihimpahkan kepada pemegang
haknva unluk merencanakan peruniukan dan penggunaan lanah,
mengguunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan fagasnya,
menyverahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga
dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu vang selanjutnva disingkat PBJT
adalah Pajak yang dibayvarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi
barang dan/ atau jasa tcrtentu.

. Barang dan Jasa ‘l'erlentu adalah barang dan jasa lerleniu yang dijual

dan/alau diserahkan kepada konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman
yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau
Minuman dengan dipungut bayaran.

. Tenaga Listrik adalah tcnaga atau cnergi vang dihasilkan olch suatu

pembangkil tenaga listtik yang didisinbusikan untuk bermacam
peralalan listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi vang dapat
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan
hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Diskotek atau kelab malam adalah usaha penyediaan minuman vang
dilengkapi tcmpat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan
diiringi rckaman lagu dan/atau musik scrta cahava lampu.

. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol

dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses
pembuatan, penyimpanan danj/fatau penvajiannva, di dalam 1 (satu)
tempat tetap vang tidak berpindah pindah.

Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik
sambil minum minum yg dibuka pada waktu malam.

57 Jasa._..
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. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat

parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan
kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu
usaha, termasuk penycediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

. Jasa Keseman dan Hiburan adalah jasa penvediaan atau

penyelengpgaraan semua jenis lonlonan, perlunjukan, permnainar,
ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media vang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap scsuatu.

. Pajak Air Tanah vang selamuinya disingkat PAT adalah Pajak alas

pengambilan dan/alau peinanlaalan air tanah.

. Air Tanah adalah air vang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan

di bawah permukaan tanah.

. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di
dalam dan/atau di pecrmukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mincral Bukan Logam dan Baman vang sclanjutnva disingkat MBLB
adalah mineral bukan logam dan baluan sebagaimana dimaksud di
dalamn peraluran perundang-undangan di bidang mineral dan balu
bara.

. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, vaitu

collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta., dan
collocalia linchi.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurul persenlase lerlen(u.
Opsen Pajak Kendaraan Bermotlor yang selanjuinya disebul Opsen PKB
adalah Opsen yvang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnva disebut
Opsen BBNKD adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten /kota atas
pokok EBBNKEB scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logain dan Baluan yang selanjulnva
disebul Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi
atas pokok Pajak MBLB sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya [ (satu] tahun
kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yvang
tidak sama dcngan tahun kalender.

. Jasa Umum adalah jasa yang discdiakan atau diberikan olch

Pemnerintah Daerah uniuk tujuan kepentingan dan kemanlaatan urnumn
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa wyang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena

pada dasarnva dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

74. Perizinan...
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Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentun Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan vang
dimaksudkan wuntuk pembinaan., pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber dava alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu
guna mclindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
hngkungan.

. Perselujuan Bangunan Gedung yang selanjulnya disingkat PBG adalah

perizinan vang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan
Gedung.

Sertifikat Laik Mungsi Bangunan Gedung vang selanjutnya disingkat
SLF adalah scrtifikat yang diberikan olch Pemerintah Dacrah untuk
menvalakan kelatkan [ungsi Bangunan Gedung sebelumn dapal
dimnanlaatkan.

. Tenaga Kerja Asing vang selanjutnva disingkat TKA adalah warga

negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing vang selanjutnva disingkat
RPTKA adalah rcncana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan
jangka waktu tertentu.

Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjulnya disingkal
DKPTKA adalah kompensasi yang harmis dibayar oleh Pemberi Kerja
TKA kepada negara atas penggunaan TKA.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi vang dihasilkan oleh suatu
pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam
peralatan listrik.

Nomor PPokck Wajib Pajak Daerah yang selnjutnya disingkat NPWID
adalah adalah nomor yvang dibcrikan kcpada Wajib Pajak scbagai
sarana dalamm adimmslrast perpajakan Daerah yang dipergunakan
sebagal landa pengenal din atau idenlilas Wajpjb Pajak dalaun
melaksanakan dan memeniihi kewajiban perpajakan daerahnva.

BABII
PAJAK

Bagian Kesalu
Jenis Pajak

Pasal 2
Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
PBB-P2;
BPIITE;

b.

C.

i

h.

PBJT terdiri atas:

1. makanan dan/atau minuman;
2. lenaga lislrk;

3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan

5. jasa kesenian dan hiburan;
Pajak Reklame;

PAT;

Pajak MBLB;

Pajak Sarang Burung Walet;
Opsen PKB; dan

Opsen BBNKB.

Pasal 3...



Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (2) vang
dipungut berdasarkan penetapan Bupat terdiri atas:
a. PBB-P2;

b. Pajak Rcklamc;
c. PAT;

d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BEBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (2) yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri
atas:

a. BPIITB;
b. PBJT atas:

1. makanan danj/atau mimumarn;

2. lenaga hislnk;

3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan

5. jasa kesenian dan hiburan;

Pajak MBLDB; dan

Pajak Sarang Burung Walct.

oo

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

(1) Objck PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/alau dimanlaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecual kawasan yang digunakan uniuk kegialan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi
hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-I’2 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemantfaatan atas:

a. Bum danfalau Bangunan kanlor Pemerinlah, kantor
Pemerinlahan Daerah, dan kanlor penyelenggara negara lainnya
vang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk
melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial,
kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, vang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

¢. Bumi dan/atau Bangunan yang scmata-mata digunakan untuk
tcmpat makam (kuburan), pcninggalan purbakala, atau yang
sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh
desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau DBangunan yang digunakan oleh perwakilan
diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan olch badan atau
perwakilan lembaga inlernasional yang dilelapkan dengan
Peraluran Menler;

g. Bumi...



(1)

(2)

(6)
(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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g. Bumi dan/atau BRangunan untuk jalar kereta api, moda raya
terpadu (Mass Rapid Transif], lintas rava terpadu (Light Rail Transit),
atau vang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan
NJOP tertentu vang ditetapkan oleh Bupati; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan

bangunan oleh Pemerntah.

Pasal 5

Subjck Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang sccara
nyala mempunyai sualu hak alas Bumm dan /atau memnperoleh manlaal
alas Bummi, dan/alau memiliki, menguasai, dan/ alau memperoleh
manfaat atas Rangunan.

Wajib Pajak PBR-P2 adalah orang pribadi atau Badan vang secara nvata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat
atas Bangunan.

Pasal 6
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
NJOP sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan berdasarkan
proses penilaian PBB-P2.
NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak mcmiliki atau menguasai Iebih dari satu objck
PEE-P2 di wilayah Dacrah, NJOP tidak kcna pajak scbagaimana
dimnaksud pada aval (3) hanya dibenkan alas salah satu objek PBB-P2
uniuk setiap Tahun Pajak.
NJOP sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga)
tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap
tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBDB-I'2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Pcraturan Bupati vang
berpedoman pada Peraluran Menler yang menvelenggarakan urusan
pemerinlahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7
Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat
(1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NJOPI setelah
dikurangi NJOP tidak kcna pajak.
Besaran persentase NJOP scbagaimana dimaksud pada avat (1) atas
kelompok objek PBB-P2 dilenlukan dengan mempertimbangkan,
meliputi:
a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
Ketentuan mengenai besaran presentase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayart (2) diatur dalam Pcraturan Bupati.

Pasal 8
Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen)
untuk NJOP kurang ataul sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu
milvar rupiahl).
Tarif PBB-I'2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen)
untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(3) Tarif...



(3)

(1)

(1)
(2)

(3)
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Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan fernak ditetapkan
sebesar 0,05% (nol koma lima persen).

Pasal 9
Besaran pokok PBB-P2 vang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal
(1) dengan Laril PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayal (1)
atan avat (2) atau ayat (3).
Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinva kepemilikan,
penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
Saat yang menentukan untuk menghitung DPBB-I’2 terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBDB-
P2 pada tanggal 1 Januari.
Wilayah pemungutan PBB-P2 yang lerutang merupakan wilayah
Daerah yang melipuli lelak objek PBB-P2.
Termasuk dalam wilavah pemungutan PBB-P2 sebhagaimana dimaksud
pada avat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau
Bangunan berikut berada:
a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
b. bangunan vang becrada di luar laut pcdalaman dan pcrairan darat
yvang konstruksi tckniknya tcrhubung dcngan bangunan vang
berada di daralan, kecuali pipa dan kabel bawah laul.

Paragraf 2
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 10

Objek BPIITB adalah Perolehan Ilak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Pcrolchan Hak atas Tanah danjatau Bangunan scbagaimana
dimnaksud pada ayal (1) mehpuns:
a. pemindahan hak karena:
qaal beli;
tukar-menukar;
hibah;
hibah wasiat;
Waris;
pemasukan  dalain  perseroan alau badan  hukumn
lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;

10. penggabungan usaha;

11. pclcburan usaha;

12. pcmckaran usaha: dan

13. hadiah.
b. pemberian hak bari karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau

2. di luar pelepasan hak.
ITak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. hak milik:
b. hak guna usaha;
¢. hak guna bangunarm;

d. hak pakai;

R

o RN

e. hak...



(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

ST

e. hak milik atas satnnan mimah susun; dan

f.  hak pengelolaan.

Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan:

a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara
ncgara dan lembaga ncgara lainnya vang dicatat scbagai barang
milik negara alau barang mmhk Daerah;

b. oleh negara unluk penyelenggaraan pemerinlahan dan/alau untuk
pelaksanaan pembangunan guina kepentingan 1amum;

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat
tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar
fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut vang
diatur dengan Peraturan Menteri;

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan Lmbal balk;

e. oleh orang pribadi alau Badan karena konversi hak alau karena

perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

oleh orang pribadi atau Badan vang digunakan untuk kepentingan

ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah scsuai dengan ketentuan
pcraturan perundang-undangan.

0

Pasal 11
Suhjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
IIak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.

Nilai perolehan objek pajak sebagannana dinaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya,
pemisahan hak wvang mengakibatkan peralihan, peralihan hak
karcna pclaksanaan putusan hakim yang mcmpunvai kckuatan
hukumn lelap, pemberian hak baru atlas ltanah sebagai kelanjulan
dari pelepasan hak, pemberian hak baru alas lanah di luar
pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran
usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yvang tercantum dalam risalah lelang untuk
penunjukan pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai pcrolchan objck pajak scbagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak dikctahui atau Ilcbih rendah daripada NJOP yang

digunakan dalam pengenaan pajak burm dan bangunan pada tahun
terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yvang digunakan adalah

NJOP yvang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan

pada tahun terjadinya perolehan.

Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan

sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan

hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Ketapang tempat
tcrutangnya BPHTB.

(3) Dalam...



(5)
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Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 vang
diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke
bawah dengan pemberian hibah wasiat atau waris, termasuk
suami/istri, Nilai Pcrolchan Objck Pajak Tidak Kcna Pajak ditctapkan

sebesar Rp100.000.000.00 (empal ratus jula rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Besaran pokok BPIITD vang terutang dihitung dengan cara mengalikan

dasar pcngenaan BPHTE scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat

(1) selelah dikurangil nilai perolehan objek pajak tdak kena pajak

sebagaimana dinaksud dalaan Pasal 12 aval (1) atau ayal (5), dengan

tarif BPHTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Saat terutangnyva BPHTB ditetapkan pada saat terjadinva perolehan

tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan
jual beli untuk jual bcli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-
menukar, hibah, hibah wasial, pemasukan dalain perseroan alau
badan hukum lainnya., pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran
uszha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yvang diberi kuasa oleh penerima
waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan
untuk waris;

d. pada tanggal putusan pcngadilan yang mcempunvai kckuatan
hukum yang letap uniuk pulusan hakim;

e. pada langgal dilerbilkannya sural kepulusan pemberian hak untuk
pemberian hak barmi atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan
hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

g. pada tanggal pcnunjukan pemcenang lelang untuk Iclang.

Dalam hal jual beli tanah dan/alau Bangunan udak menggunakan

perjanjian pengikalan jual beli sebagaimmana dimaksud pada ayat (2)

humif a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat

ditandatanganinva akta jual beli.

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah

tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15
Pcjabat Pcmbuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat mcnandatangani
akla pemnindahan hak alas lanah dan/alau Bangunan selelah Wajib
Pajak menverahkan bukti pembayaran BPHTR.
Kepala kantor yang membidangi pelayvanan lelang negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau
Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran
BPITTE.
Kcpala kantor bidang pertanahan hanya dapat meclakukan pendaitaran
hak alas lanah alau pendallaran peralihan hak alas lanah selelah
Wajb Pajak menyerahkan bukii pembavaran BPHTB.

(4) Dalam...



(4)

(1)

(2)

(3)

()

(5)

v, 5

Dalam hal perclehan hak atas tanah dan/atau Bangunan vyang
ditetapkan herdasarkan peraturan perindang-undangan bukan
merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan
bukan objek BPIITD.

Pasal 16

Pcjabat Pcmbuat Akta Tanah /Notaris wajib:

a. merninla buku pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelumn
menandalangani akia pemindahan Hak atas Tanah danj/alau
Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) kepada Bupati paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Dalam hal Pcjabat Pembuat Akta Tanah /Notaris mcelanggar kewajiban

scbagaimana dimaksud pada ayart (1), dikenakan sanksi administratif

berupa:

a. denda sebesar Rp10.000.000.00 (sepulih jata mipiah) untuk setiap
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada avaf (1); dan/atau

b. denda sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

a. mcminta bukt pcmbayaran BPHTE kcpada Wajib Pajak, scbelum
mcnandatangani risalah Iclang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupali pahng lambal pada tanggal
10 (semihah) bulan berikutnva.

Kepala kantor vang membidangi pelavanan lelang negara vyang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (3) diatur lcbih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17
Kepala kanlor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendallaran
hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayvaran BPHTB.
Kepala kantor bidang pertanahan vyang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragral 3
PRJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, danj/atau konsumsi
barang dan jasa tertentu vang meliputi:

a.

b
¥
d.
e

(1)

Makanan dan/atau Minuman;

. Tcnaga Listrik;

. Jasa Perhotelan;

Jasa Parkir: dan

:. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19
Penjualan dan/atau penverahan Makanan dan/atau Minuman
schbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mcliputi Makanan

dan/alau Minumnan yang disediakan oleh:

a. Restoran...



(2)

(2)

(1)
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a. Restoran vang paling sedikit menvediakan layanan penyajian
Makanan dan/atau Minuman herupa meja, kursi, dan/atau
peralatan makan dan minum;

b. penvedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi,
pcmbuatan, penyimpanan, scrta penyajian  berdasarkan
pesanar;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda
dengan lokasi proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan;
dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan
petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada avat

(1) adalah penycrahan Makanan dan/atau Minuman:

a. Makanan dan/ alau Mimuman dengan peredaran usaha tidak
melebibhi Rp2.000.000,00 (dua jula rupiah) sebulan;

bh. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-
mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas vang kegiatan usaha utamanva
mcnycdiakan pclayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada
bandar udara.

Pasal 20

Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PRJT Tenaga Listrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan

Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tcnaga Listrik olch instansi pcmcerintah pusat,
Pemnerinlah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

b. konsumsi Tenaga Lisirik pada tlempal yang digunakan oleh
kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas
timbal balik;

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

d. konsumsi Tcnaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas

lertentu yang lidak memerlukan izin dar inslansi leknis lerkait.

Pasal 21

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hurif c
meliputi jasa penyvediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta
penyewaan ruang rapat dan/atau pertemuan pada penyedia jasa
perhotelan seperti:

hotcl;

hostel;

vila;

paondok wisata;

motel;

losmen;

wisma pariwisata;
. pesanggrahan;

rumah penginapan/ guesthouse/bungalo/resort/ cottage;,

lernpal linggal pribadi yang dilungsikan sebagai hotel; dan

glamping.

FTR TR Ar TP

(2) Yang...
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
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Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) meliputi:

a. jasa tempat tinggal asrama vang diselenggarakan oleh pemerintah
pusat atau Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,
panti asuhan, dan panti sosial lainnya vang scjenis;

c. jJasa lempal linggal di pusal pendidikan alau kegialan keagamaan;

d. jasa biro perjalanan alau perjalanan wisala; dan

e. jasa persewaan ruangan untuk dnisahakan di hotel.

Pasal 22

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

b. pclavanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Yang dikecualikan dar jasa penyediaan lempal parkir sebagaimana

dimnaksud pada ayal (1) mebhpuns:

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang
hanya digunakan untuk karyvawannya sendiri; dan

c. jasa tempat parkir yang disclenggarakan olch kedutaan, konsulat,
dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
humif e melipuati:
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnva yang

dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
. kontes kcecantikan:
konles binaraga;
PAIIerarl;
pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
pacuan kuda dan perlombaan kendaraan hermotaor;
permainan ketangkasan;
olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau
peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
rckrcasi wahana air. wahana ckologi, wahana pcendidikan, wahana
budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan,
agrowisala, dan kebun bmalang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
1. diskotek, karaoke, kelab ma]am bar, dan mandi uap/spa.
Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Iliburan yang
scmata-mata untuk:
a. promosi budava tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
b. kegialan layanan masvarakal dengan lidak dipungul bayaran.

e e
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Pasal 24
Subjek PRJT adalah kansumen barang dan jasa tertent.
Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan vang melakukan
penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah vang dibayarkan oleh
konsumen barang atau jasa lerteniu, mehiputi:

a. jumlah...



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

a. jumlah pembavaran wvang diterima oleh penyedia Makanan
dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau
Minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

¢. jumlah pcmbayaran kepada penvedia Jasa Perhotelan untuk PBJT
alas Jasa Perholelan;

d. jumlah pembayaran kepada penvedia alau penyelenggara lemnpal
parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk
PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyvelenggara Jasa
Kesenian dan Iliburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

Dalam hal pembayaran menggunakan kKupon atau bentuk lain vang

scjenis yang mcemuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar

penggenaan PBJT dilelapkan sebesar nilai rupiah alau mala uang
lainniva lersebul.

Dalam hal tidak fterdapat pembavaran sebagaimana dimaksud pada

avat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang

dan jasa sejenis vang berlaku di wilayah Daerah.

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian

penggunaan kendaraan pribadi dan tngkat kemacctan, khusus untuk

PBJT atas Jasa Parkir scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d,

Pemnerintah Daerah dapal menelapkan dasar pengenaan sebesar taril

parkir sebelum dikenakan potongan

Pasal 26

Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

huruf b ditetapkan untuk:

a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran;
dan

b. lenaga hslrk vang dihasilkan sendiri.

Nilma jual tenaga lhistrnik yang dilelapkan unluk tenaga listrik yang

berasal dari sumhber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

a. jumlah tagihan biava/beban tetap ditambah dengan biaya
pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik,
untuk pascabavar; dan

b. jumnlah pembelhan lenaga histrik unluk prabayar.

Nilmi jual tenaga lhistrnik yang dilelapkan unluk tenaga listrk yang

dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurf b

dihitung herdasarkan kapasitas fersedia, tingkat penggunaan listrik,

jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku

di wilayah Daerah.

Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik vang

berasal dari sumber lain dengan pembayaran scbagaimana dimaksud

pada avat (1) huruf a dan kctentuan scbagaimana penycdia tcnaga
histrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghilungan dan Pemungutan

PRJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual

atan diserahkan.

Pasal 27
Besarnya tarif PBJT untuk setiap jenis barang dan jasa tertentu adalah:
a. khusus Makanan dan/ atau Minuman ditctapkan scbesar 10%
(sepuluh persen);
b. khusus Tenaga Lisirik dilelapkan sebesar 8% (delapan persen) dan
untuk:

1. konsumsi...
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. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industr,

pertambangan minvak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar
% (tiga persen); dan

2. konsumsi Tenaga Listrik vang dihasilkan sendiri, ditetapkan
1,5% (satu koma lima persen).

khusus Perhotelan diletapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

khusus Parlar ditelapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

khusus Kesenian dan Hiburan untuk:

1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnva yang
dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

2. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan
scbesar 10% (scpuluh persen);

3. kontes kecanlikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

1. kontes binaraga dileltapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

0. pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuhih persen);

6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen);

7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor ditetapkan

scbesar 10% (scpuluh persen);

8. pcrmainan kctangkasan ditctapkan scbesar 10%  (scpuluh
persen);

9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/rang
dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan
kebugaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan,
wahana budaya, wahana salju, wahana permainan,
pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang ditetapkan
scbesar 10% (scpuluh perscen);

11. panu pijal dan piyal reflleksi ditelapkan sebesar 10% (sepuluh
persen); dan

12. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa
ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 28

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan
taril PBJ'T' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Saat teratang PRJT ditetapkan pada saat:

(2)

d.

b.

.

pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk
PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga
Listrik;

pcmbayaran/penycerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas
Jasa Pcrhotclan:

permnbayaran /penyerahan alas jasa penyediaan lempal parkir untuk
PRJIT atas Jasa Parkir; dan

pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah
tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa
tertentu dilakukan.

Paragraf 4...
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Paragraf 4
Pajak Reklame

PPasal 29
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penvelenggaraan Reklame.
(2) Objck Pajak Reklame schagaimana dimaksud pada avat (1) mcliputi:
a. Reklame papan bidlboard/ videolron/ megalron;
b. Reklame kain;
¢. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Rcklame film/ slide; dan
1. Reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dan objek Pajak Reklame adalah:
a. penvelenggaraan Reklame melahii infernet, televisi, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan. dan sejenisnya;

b. label/merek produk vang melekat pada barang vyang
diperdagangkan, yvang berfungsi untuk membedakan dari produk

scjenis lainnva;

¢. nama pcngenal usaha atau profesi yang dipasang mclckat pada
bangunan dan /alau di dalam area lemnpal usaha alau prolesi yang

jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame.

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah; dan

e. Reklame vang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik,
sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan

Rcklame scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Pcraturan

Bupati.

Pasal 30

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan vyan
menggunakan Reklame.

(2) Wajib DPajak Reklame adalah orang pribadi atau DBadan yang
menyvelenggarakan Reklame.

Pasal 31
(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan berdasarkan
nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame

schbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan
faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi pcncmpatan., waktu
penayangarn, jangka wakiu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran

media Reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame

ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada avat (3)
ditctapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32...
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Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 33
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 avat (1) dcngan tarif Pajak Rcklamc scbagaimana
dirnaksud dalamn Pasal 32.
Saal terultang Pajak Reklame dilelapkan pada saal lerjadinya
penyelengegaraan reklame.
Wilayah pemungutan Pajak Reklame vang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame
yang tcrutang adalah wilayah Dacrah tempat usaha penycelenggara
reklame lerdallar.

Paragraf O
Pajak PAT

Pasal 34
Objck PAT adalah pengambilan dan/atau pecmanfaatan Air Tanah.
Yang dikecualikan dari objck PAT adalah pengambilan untuk:
a. keperluan dasar rumah langga;
bh. pengairan pertanian rakyat;
c¢. perikanan rakyat;
d. peternakan rakyat: dan

e. keperluan keagamaan.

Pasal 35
Suhbjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Wajib PAT adalah orang pribadi atau DBadan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

Dasar pengenaan PAT adalah nila perolehan Air Tanah.
Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
Harga air baku sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan
berdasarkan biayva pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air
Tanah.
Bobot Air Tanah scbagaimana dimaksud pada avat (2) dinyatakan
dalam kocfisicn yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
a. jernis summber air;
b. lokasi sumber air;
c¢. tujuan pengambilan dan/fatau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan olch pengambilan

dan/ atau pcmanfaatan air.
Besamya nilai perolehan air tanah sebagmmana dimnaksud pada avat
(1) dalam Daerah dilelapkan dengan Peraluran Bupali dengan
berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh
Gubernur.

Pasal 37...
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Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sehesar 20% (dua puhih persen).

(1)

(2)

(3)

(1)

PPasal 38
Besaran pokok PAT vang terutang dihitung dengan cara mengzalikan
dasar pengenaan PAT scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 avat (1)
dengan Llaril PAT sebagaiinana diinaksud dalam Pasal 37.
Saal terulang PAT ditelapkan pada saal tlenjadinya pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah.
Wilayah pemungutan PAT vang terutang merupakan wilayah Daerah
tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 39
Objek Pajak MRLB adalah kegiatan pengambilan MBLRB yang meliputi:
asbes;
batu tulis;
batu setengah permata;
batu kapur;
batu apung;
balu permala;
bentonit;
dolomit;
feldspar;
garam batu (halite):
grafit;
granit/andesit;
- 8ips;
kalsit;
kaolin;
leusit;
magnesit;
mika;
marmer;
nitrat;
obsidian;
oker;
. pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;
perlit;
fosfat;
aa. talk;
bb. tanah scrap (fullers earth):
cc. tanah diatom;
dd. tanah hai;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. varosit;
hh. zeolit;
ii. basal;
ii- trakhit;
kk. belerang: dan
1I. MBLB ikulan dalamn suatu perlambangan mineral.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Yang dikecualikan dari objek Pajak MBILB sebagaimana dimaksud pada

avat (1), meliputi pengamhilan MBLR:

a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/
dipindahtangankan; dan

b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman
kabcl. pcnanaman pipa, dan scjcnisnya yang tidak mcngubah
[ungsi permukaan lanah.

Pasal 40
Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan vang mengambil
MBLDB.
Wajib Pajak MBLDB adalah orang pribadi atau Badan vang mengambil
MBELB.

Pasal 11
Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan
MBLB.
Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLD
dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
Harga patokan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan harga jual rala-rala uap-Liap jemis MBLB pada mulul
tambang yang herlaku di wilavah Daerah.
Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Taril Pajak MBLB dilelapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 43
Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PPajak MBLD sebagaimana dimaksud
dalam DPasal 41 avat (1) dengan tarif Pajak MDBLDB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42.
Saal tlerulang Pajak MBLB dilelapkan pada saal lerjadinya
pengambilan MBLB di mulul lammbang.
Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44
Objek Pajak Sarang Burung Walel adalah pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang Buning Walet.
Yang dikecualikan darn objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) vaitu pengambilan sarang Burung Walet vang
telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45
Subjek Pajak Sarang Burung Walel adalah orang pribadi alau Badan
yang 1melakukan pengambilan dan/alau mengusahakan sarang
Burning Walet.

(2) Waijib...
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(2) Wajib Pajak Sarang Buming Walet adalah orang pribadi atau Badan
vang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang
Burung Walet.

Pasal 46

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual
Sarang Burung Walel.

(2) Nilai jual Sarang Buring Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang
Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung
Walet.

Pasal 17
Taril Pagak Sarang Burung Walet ditelapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet vang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud dalam DPasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak
Sarang Burung Walct scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2) Saat tcrutang Pajak Sarang Burung Walct ditctapkan pada saat
terjadinya pengambilan dan falau pengusahaan sarang burung walel.

(3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet vang fertang
mermipakan wilayah Daerah ftempat pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 49
Dalam hal sarang burung walct akan dickspor, wajib pajak harus
melampirkan bukli pernbayaran pajak sarang burung walel dan kelerangan
kantor kesehalan pelabuhan.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 50
Objck Opscn PKB adalah PKB terutang.

Pasal 51
(1) Subjek Pajak Opsen PKR menipakan Subjek PKB.
(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan
Pajak terutang dari PKDB.
Pasal 52
Dasar pengenaan untuk Opscn PKBmerupakan PKB terutang.

Pasal 53
Tarif Opsen PKRB ditetapkan sehesar 66% (enam puhih enam persen).

Pasal 54
(1) Besaran pokok Opsen PKDB vang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
dengan tarif schagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
(2) Saal terulang Opsen PKB ditelapkan pada saal lerulangnya PKB.
(3) Wilayah pemmungulan Opsen PKB yang lerulang merupakan wilayah
Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9...
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Paragraf 9
Opsen BBENKR

Pasal 55

Objek Opsen BBNKDB adalah BBNKD terutang.

(1)
(2)
(3)

Pasal 56
Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBENKB.
Wajib Pajak Opsen BBNKB merpakan Wajibh Pajak BENKRB.
Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan
Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKDB merupakan BBNKD terutang.

Pasal 58

Taril Opsen BBNKB ditelapkan sebesar 66% (enaimn puluh enam persen).

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal Hh9
Besaran pokok Opsen BBNKB vang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam DPasal 58.
Saat tecrutang Opscn BENKB ditctapkan pada saat terutangnya BENKE.
Wilayah pecmungutan Opsen BENKB yang terutang merupakan wilayah

Daerah lemnpal kendaraan bermolor terdallar.

Ragian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 60
Saat terutang Pajak ditctapkan pada saat orang pribadi atau Badan
lelah memenuhi syaral subjekiil dan objeklil alas sualu jenis Pajak
dalamn salu kurun waklu lerientu dalamn masa Pajak, dalam tahun
Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPIITB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) hurut a.
Masa Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditctapkan untuk
jangka wakiu 1 (salu) bulan kalender atlau jangka wakiu lain paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yvang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak vang terutang.
Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang lamanyva 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku vang tidak sama dengan tahun kalcendcer.
Masa Pajak dan tahun Pajak ditctapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat...
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Ragian Keempat
Pengguinaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan

Pasal 61

(1) Hasil pcnecrimaan Opscn PKB scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayal (1) hurul d dialokasikan paling sedikil 10% (sepuluh persen) untuk
pembangunan dan/alau pemeliharaan jalan serla peningkalan modal
dan sarana transportasi umim.

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10%
(sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mcliputi penyediaan dan pemeceliharaan infrastouktur
penerangan jalan umum serla pembayaran biaya alas konsumsi
Tenaga Lislrik uniuk penerangan jalan umuin.

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap
kualitas dan kuantitas air tanah, mcliputi namun tidak terbatas pada:
a. pecnanaman pohon;

b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
¢. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
d. pengelolaan limbah.

BAB Il
RETRIBUSI

Bagian Kcsatu
Jems Retritbusi

Pasal 62
Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Rectribusi Perizinan Tertenta.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 63

(1) Jenis pelayanan vang merupakan objek Retribusi Jasa Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
a. pclayanan kceschatan;

b. pclayanan kcbersihan;
c. pelayanan parkir di lepi jalan umum; dan
d. pelayanan pasar.

(2) Pelayanan yang meripakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana
dimaksud pada avat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pclayanan scbagaimana dimaksud pada avat (2) termasuk pclayanan

yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dalam...
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(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan
vang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada avat (3)
penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan DBupati
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dcngan ketentuan:
a. ldak berlenlangan dengan peraluran perundang-undangan vang

lebih Linggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biava tinggi.

(6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelavanan jasa yang dilakukan oleh
Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan
pihak swasta.

(7) Peraturan Bupali sebagaimnana dimaksud pada aval (1) disamnpaikan
kepada menter yang menyelenggarakan urusan permerintahan di bidang
keuangan negara, menteri vyang menyelenggarakan urisan
pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 64
Pelayanan kesehalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 avat (1)
hurul a merupakan pelayanan kesehalan di puskesmas, puskesmas
keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, mimah sakit umum
daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis vang dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan
administrasi.

Pasal 65
(1) Pelayanan kebersihan sebagzumana dimaksud dalam Pasal 63 ayal (1)
humif b mermipakan pelavanan kebersihan yvang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pcmbuangan  scmentara ke lokasi  pembuangan  akhir
sampah /pcngolahan atau pemusnahan akhir sampah;

c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan alau pemusnahan
akhir sampah.

d. penvediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industr.

(2) Dikecualikan dari pelavanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan
jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 66
Pelayanan parkir di lepi jalan umnuin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayal (1) hurul ¢ merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan
umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 67
Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 avat (1) huruf d
merupakan penvediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa
pclataran, los, kantin, kios vang dikclola olch Pemerintah Dacrah.

Pasal G8...
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Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan

jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biava yang

dipikul DPemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa vyang
bersangkutan.

Tingkat pcnggunaan jasa atas pclayanan Jasa Umum scbagaimana

ditnaksud pada ayal (1) ditelapkan dengan kelenluan:

a. pelayanan kesehalan diukur berdasarkan jenis layanan, [rekuensi
layanan, dan/fatau jangka waktu lavanan;

b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layvanan, frekuensi
layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah
cair;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis
kendaraan, frekucnsi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian
lempal parkir; dan

d. pelayanan pasar diukur berdasarkan [rekuensi layanan, jangka
waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas
pasar.

Pasal 69
Prinsip dan sasaran dalam pcnctapan tarif Retribusi Jasa Umum
ditctapkan dcngan memperhatikan biaya penycdiaan jasa yang
bersangkulan, kemampuan masyarakal, aspek keadilan, dan
efektivitas pengendalian atas pelavanan tersebut.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayatf (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
Dalam hal penetapan tarif sepenuhnva memperhatikan biaya
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biava.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum vang
dibcrikan olch BLUD ditctapkan scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70
Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 dengan tarif Retribusi.
Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraluran
Daerah ini.
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (figa) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa
Umum.
Tarif Retribusi hasil peninjauan scbagaimana dimaksud pada avat (3)
ditctapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa vang merupakan
objck Retribusi Jasa Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 62
hurul b mebputa:
a. penyediaan lempal kegialan usaha berupa pasar grosir, perlokoan,
dan tempat kegiatan usaha lainnya;

b. penyediaan...
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bh. penvediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil
hutan termasuk fasilitas lainnva dalam lingkungan tempat
pelelangan;
penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
pcnyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/vila;
pelayanan rumah pernolongan hewan ternak;
pelayanan jasa kepelabuhanan;
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
pemanfaatan aset Daerah vang tidak mengganggu penvelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah danj/atau
optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status
kcepemilikan  scsuail dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangarn.

(2) Penyediaan/pelayanan  sebagamana dimaksud pada ayal (1)
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan
yang dibcrikan olch BLUD.

(4) Dikeccualikan dari objck jenis Retribusi Jasa Usaha scbagaimana
ditnaksud pada ayal (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh
pemerintah pusat, hadan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, dan pihak swasta.

(3) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
mclakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
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Pasal 72
Penyediaan tempat kegiatan usaha bemipa pasar grosir, pertokoan, dan
tempat kegiatan usaha lainnva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa
fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan,
scrta tcmpat kegiatan usaha lainnya yang discdiakan/disclenggarakan
oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73
(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil
hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan
penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh
Pemerintah Dacrah untuk meclakukan pcelelangan ikan, ternak, hasil
bumi, dan hasil hutan tcrmasuk jasa peleclangan scrta fasilitas lainnya
yang disediakan di lempal pelelangan.
(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah darni
pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74
Penycdiaan tcmpat khusus parkir di luar badan jalan scbagaimana
ditnaksud dalain Pasal 71 ayal (1) hurul ¢ merupakan penyediaan tempal
khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimmhki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75...
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Pasal 75
Penyediaan tempat  penginapan/pesanggrahan/vila  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat
penginapan/pesanggrahan/vila wyang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikclola oleh Pemerintah Dacrah.

Pasal 76
Pelayanan rmumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penvediaan fasilitas
pemotongan hewan ternak. termasuk pelavanan pemeriksaan kesehatan
hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 77
Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 71
ayal (1) hurul [ merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan
vang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78
Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pclayanan tempat
rckreasi, pariwisata, dan olahraga yang discdiakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemennlah Daerah.

Pasal 79
Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil
produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80
Pemanlaalan asel Daerah vang lidak mengganggu penyelenggaraan lugas
dan [ungsi organisasi perangkal Daerah dan /alau oplitnalisasi asel Daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 ayat (1) huraf i termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
barang milik daerah.

Pasal 81
(1) Tingkal penggunaan jasa alas pelayanan Jasa Usaha merupakan
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biava yang
dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa vyang
bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud dalam avat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. pecnyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat
usaha, ifrckucnsi layanan, dan/atau jangka waktu pcmakaian
[asililas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/alau lemnpal usaha lainnya;

b. penyediaan lempal pelelangan diukur berdasarkan luas lempal
pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktua pemakaian
fasilitas tempat pelelangan;

c. penyvediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur
berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka
waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan
jalan:

d. penyediaan...
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d. penvediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur
berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka
waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan
jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, danj/atau
jangka waktu pcmakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;

[. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan [rekuensi
layanan, jangka waklu pemakmian [asililas kepelabuhan, jenis
layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur
berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka
waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah
raga;

h. penjualan produksi usaha Dacrah diukur berdasarkan jenis
dan /atau volume produksi usaha Daerah; dan

1. pemanlaaltan asel Daerah diukur berdasarkan jenis layanan,
frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah.

Pasal 82

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnva tarif Retribusi Jasa
Usaha untuk mempcerolch kecuntungan yang lavak.

Keuntungan vang layak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keunlungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha lersebut
dilakukan secara efisien dan berorentasi pada harga pasar. Prinsip dan
sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan
oleh BLUDN ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai BLUD.

Pasal 83

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tingkat penggunaan jasa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 dengan tarnl Retrbusi.
Bentuk pemanlaalan barang mlik daerah dan lala cara penghilungan
besaran tfarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) hurmf T
dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfatan barang
milik daerah berupa :
a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun:
b. kecrja sama pecmaniaatan;
¢. bangun guna scrah atau bangun scrah guna; atau
d. kerja sama penyediaan inlrastrukiur.
Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik
daerah.
Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lcbih

tinggi;
b. tidak menghambat ikhm mvestasi di daerah; dan
c¢. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam
Lampiran Il vang mcrupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Taril Retribusi dilimjau kembali pahng lama 3 (tiga) tahun sekali.

(8) Peninjauan...
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Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa
Usaha.

Tarif Retribusi hasil peninjauan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
diletapkan dengan Peraluran Bupali.

Ragian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 84
Jenis pelavanan pemberian izin vang merupakan objek Retribusi
Pcrizinan Tertentu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hurutf c
meliputi:
a. perselujuan bangunan gedung; dan
bh. pengsunaan TKA;
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada avat (1) disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dikecualikan dari objck jenis Retribusi Perizinan Tertentu scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pclayanan pcrizinan yang dilakukan
oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, dan pihak swasta.
Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian DPerizinan
Tertentu.

Pasal 85
Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) humf
a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerbitan PBG dan SLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar tcknis, pencrbitan
PBG, mnspeksi bangunan gedung, penerbilan SLF dan SBKBG, serla
pencelakan plakal SLE.
Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan
persetijuan:
a. Pembangunan baru;
b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki
PBG dan/atau SLF;
¢. PBC perubahan untuk:
pcrubahan fungsi Bangunan Gedung;
perubahan lapis Bangunan Gedung;
perubahan luas Bangunan Gedung;
perubahan tampak Bangunan Gedung;
perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan
Gedung vang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau
kesehatan;
6. pcrkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan
sedang alau beral;
7. perhndungan dan/alau pengembangan Bangunan Gedung
cagar budaya; atau

WIS (b b

8. perbaikan...
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8. perbaikan Bangunan Gedung vang terletak di kawasan cagar
budaya.
d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan
dan pekerjaan perawatan.
Dikeccualikan dari pengenaan Retribusi atas pcelayanan scbagaimana
ditnaksud pada ayat (1) adalah bangunan mibk pemerintah pusat,
Pemnerintah Daerah, bangunan yarig, mertniliki [ungsi
keagamaan/ peribadatan.

Pasal 86
Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam PPasal 84
avat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RIPTKA
perpanjangan scsuai wilayah kerja TKA scsuai dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan mengenai penggurnaan T'KA.
Retribusi RPTKA dipungut dalamm  bentuk Dana Kompensasi
Pengguinaan TKA, vang besarnva dibavarkan dalam mata uang rapiah
setara dengan US$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per
orang per bulan pada saat penerbitan SKRD/Surat Pemberitahuan
Pembayaran DKPTEA.
Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pclayanan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan TKA olch instansi
pemerinlah pusal, perwakilan negara asing, badan inlernasional,
lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jahatan tertentu di lembaga
pendidikan.

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan DPerizinan Tertentu

merupakan jumlah penggunaan jasa vang dijadikan dasar alokasi

beban biayva yang dipikul Pemerintah Dacrah untuk penyclenggaraan
jasa yang bersangkular.

Tingkal penggunaan jasa alas pelayanan Perizinan Terlentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan
formula yang mencerminkan biaya penvelenggaraan penyediaan
layanan; dan

b. pclayanan pcnggunaan tenaga Kkerja asing diukur berdasarkan
rekuensi penyediaan layanan dan/alau jangka wakiu layanan.

Formula sebagaiiana dimaksud pada ayat (2) hurul a terdin atas:

a. formmila untuk Bangunan Gedung, meliputi:

1. hias total lantai;

2. indeks lokalitas;

3. indeks terintegrasi; dan

4. indeks bangunan gedung terbangun.

b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, mcliputi:
a. volumc;

b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
c¢. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 88
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnva tarif Retribusi Perizinan
Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biava
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biava...
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Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin pengawasan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif
dari pemberian izin tersebut.

Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1), biaya pecnvelenggaraan pelayanan
memperhatikan pada mncian lavanan sebagaimana dialur dalamn
peraluran perundang-undangan mengenai bangunan gedung,
Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (1). biaya penyelenggaraan pemberian izin
memperhatikan pada rincian lavanan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 89
Besaran Relnbusi Perizinan ‘'erlenlu yang terulang dihilung dengan
cara mengalikan tungkal penggunaan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 dengan tarif Retribusi.
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai
rupiah yvang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi vang
terutang.
Dalam hal tarif Rectribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan dalam satuan mata uang sclain rupiah, pcmbayaran
Relribusi dimaksud lelap harus dilakukan dalam satuan mala uang
ripiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang
menvelenggarakan urisan pemerintahan di bidang keuangan untuk
kepentingan perpajakan.
Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum
dalam Lampiran IIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sckali.
Peninjauan tarl Relnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan dengan memperhalikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi
Perizinan Tertentu.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus
layvanan PBG hanva terhadap besaran harga/indeks dalam tabel
HSBGN/SHST dan Indcks Lokalitas.
Peninjauan laril Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus
layanan PTKA berdasarkan lanl yang dilelapkan dalam peraluran
pemerintah mengenai jenis dan farif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak vang herlaku pada kementerian yang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
avat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kclima

Pemanlaalan Penerimmaan Retribusi

Pasal 90

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan vang bersangkutan.

Pemanfaatan dari pencrimaan Retribusi yang dipungut dan dikclola
oleh BLUD dapal langsung digunakan uniuk mendanai
penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan kelenluan peraluran
periindang-undangan mengenai BLUT).

(3) Ketentuan...
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(3) Ketentuian lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 91

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yvang dipungut berdasarkan penetapan
Buparti scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak
untuk jenis Pajak yang dipungul berdasarkan penghitungan sendin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (2) wajib mendallarkan din
dan/atau objek Pajaknyva kepada Bupati atan Pejabat yang ditunjuk.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak
dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk
informasi gcografis objck Pajak wuntuk keperluan administrasi
perpajakan dacrah.

(3) Dokumen yang digunakan sebagal dasar pemungulan jenis Pajak vang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi SKPI dan SPPT.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak vang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melipud SPTPD.

(5) Khusus untuk BPIITB, SSI'D dipersamakan sebagai SP’TTD.

(6) Bupati atau Pcjabat yang ditunjuk dapat mecnerbitkan STPD untuk
jenis Pajak yang dipungul berdasarkan penelapan Bupali sebagaimana
dirnaksud dalamn Pasal 3 ayal (1) dan untuk jems Pajak yang dipungul
berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 avat (2).

(7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SPKDKBT, STI'D, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Pcnagihan Pajak.

(8) Kelentuan lebih lanjul mengenal lala cara pemungulan Pajak diatur
dalam Peraluran Bupali.

Pasal 92

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 avat (1), Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jcnis
penomoran lain yang dipersamakan sccara jabatan atau atas dasar
permmohonan Wajnb Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPT, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara
jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati atau DPejabat yang ditunjuk harus
menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal pcrmohoan diterima.

(3) Dalamm hal keputlusan sebagaimama dimmaksud pada ayat (2) tdak
diterbitkan selelah 1pelampaw jangka wakiu 3 (uga) bulan,
permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan...
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(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPID nomor registrasi, NOPT),

dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau

atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak :

a. tidak memiliki tunggakan Pajak: dan

b. tidak sedang mengajukan upava hukum berupa keberalan,
banding, gugalan, atau peninjauan kembali.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan
sebagaimana dimaksud dalam DPasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan
Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Bagian Kedua
Pemnunguian Retribusi

Pasal 94

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen
lain vang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun
dokumen clcktronik.
Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu
langganan, tagihan BLUD, dan sural pemberitahuan pembayaran dan
aplikasi pelayvanan atau perizinan elektronik.
Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan
besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan
dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah
berupa:
a. sewa yang masa sewanyva lebih dari 1 (satu) tahun;
b. kcrja sama pemantaatan;
c. bangun guna serah alau bangun serah guna; altau
d. kerja sama penyediaan infrastirukiur.
Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik
daerah.
Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. lidak bertenlangan dengan peraluran perundang-undangan vang

lebih Linggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kctiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 95
Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dacrah.

(2) Dalam...
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Dalam hal saat termitang Pajak untuk jenis Pajak vang dipungut

berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD

atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), jangka

waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

sejak saat penetapan SKPD atau SI'I'T.

Kedaluwarsa Penagihan Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

terlangguh apabila sebelum jangka waklu sebagammana dimmaksud pada

ayal (2):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran danjfatau Surat DPaksa

sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan

dihitung scjak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat

Paksa lersebul.

Pengakuan Ulang Pajak secara langsung sebagaimana dimnaksud pada

ayat (3) huraf b mermpakan Wajib Pajak dengan kesadarannya

menvatakan masih mempunvai Utang Pajak dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada avat (3) huruf b dapat dikctahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau pcnundaan pcembayaran dan pcermohonan keberatan

oleh Wanb Pajak.

Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hurif b, kedahiwarsa Penagihan dihitung sejak

tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 96

ITak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
sctclah mclampaui wakitu 3 (tiga) tahun tcrhitung scjak saat
terutangnya Retribusi, kecuah jika Wajib Relribusi melakukan tindak
pidana di bidang Retribusi.
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbilkan Sural Teguran sebagaimana dimaksud pada aval
(2) hurul a, kedaluwarsa Penagihan dihilung sejak tanggal dilerimanya
Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinva kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi sccara tdak langsung scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dikectahui dari pengajuan
permohonan angsuran alau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retrilnsi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 97
Bupati mclakukan pcngelolaan piutang Pajak untuk mcnentukan
prionlas Penagihan Pajak.

(2) Bupati...



(2)

(2)
(4)

(5)

- 37 -

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak
untuk melakukan Penagihan Pajak sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Piutang Pajak vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Piutang Pajak yang dihapuskan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
diletapkan dalamm Kepulusan Bupali.

Kepulusan Bupali sebagaimana dimaksud pada aval (1) dilelapkan
setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan hbhatas waktu
kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1)
atau avat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan
Penagihan.

Penetapan Keputusan DBupati sebagaimana dimaksud pada avat (4)
dilakukan dcengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat
pengawas inlernal Pemennlah Daerah.

Ketentuan lebih lamjul mengenai lala cara penghapusan piulang Pajak
diatur dalam Peratuuran Bupati.

Pasal 98
Piutang Retribusi vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi vang
sudah kcdaluwarsa scbagaimana dimaksud pada avat (1).
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
dialur dengan Peraluran Bupali.

BARV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 99

Dalam mcndukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat

memberikan insentil Gskal kepada pelaku usaha di Daerah.

Insenlil hOskal sebagaimana duanaksud pada ayalt (1), berupa

pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas

pokok Pajak, pokok Retribusi. dan/atau sanksinva.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada avat (1), dapat diberikan

atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan

sccara jabatan olch Bupati berdasarkan pertimbangan. mcliputi:

a. kcmampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

b. kondisi lerlenlu objek Pajak, seperii objek Pajak lerkena bencana
alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan
karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajih Pajak
dan/atau pihak lain vang bertujuan wuntuk menghindari
pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro:

d. untuk mcndukung kcbhijakan Dacrah dalam mcencapai program
prioritas Daerah; dan/alau

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai
program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

discrtai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan inscentif fiskal.

(6) Ketentuan...
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Ketentuian lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian
insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupafti.

Pasal 100
Bupati atau Pejabat vang ditunjuk dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembcebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/alau sanksi Pajak dan/alau Retribusi dengan memperhalikan
kondisi Wajib Pajak alau Wajib Relnbusi dan/alau objek Pajak alau
objek Retribusi.
Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau
objek Pajak atau objek Retribusi.
Kondisi Wajib Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1), mcliputi
kemampuan membayar Wajib Pajak atau lingkal hkuidilas Wajib Pajak.
Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang
ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai
dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

BAB VI
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH
Pasal 101
Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak
berupa :
a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan DPajak;

dan/atau
b. Pemberian fasilitas angsuran atau pcnundaan pcmbayaran Pajak
lerulang alau Utang Pajak.
Perpanjangan balas waklu pembayaran alau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a diberikan kepada Wajib
Pajak vang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak
mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunva.
Perpanjangan batas wakmu pembayaran atau pelaporan DPajak
schbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dapat diberikan Bupati
secara jabalan alau berdasarkan permohonan Wajb Pajak yang
diletapkan dalamn Kepulusan Bupali.
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf
b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau
keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu
memenuhi pelunasan Pajak pada waktunya.
Pemberian fasilitas angsuran atau pcnundaan pembayaran Pajak
tcrutang schagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan Bupati
berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang dilelapkan dalam
Keputusan Bupati.
Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (4), Bupati memperhatikan
kepatuhan Wajib pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun
terakhir.
Keputusan Bupati atas permohonan Wajib pajak scbagaimana
ditnaksud pada ayal (5) dapal berupa :
a. menyelujul jumlah angsuran Pajak dan/altau masa angsuran alau
lamanya pemindaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui...
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b. menyetujui sebagina jumlah angsuran Pajak danjatau masa
angsuran atau lamanya pennudaan yang dimohonkan Wajib Pajak;
atau

c. menolak permohonan Wapnb pajak.

(8) Persetijuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama
dibenkan untuk jangka waktu 24 [dua puluh empat) bulan.

(9) Pembavaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayvaran Pajak
yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam pérséen) per
bulan dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat).

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan avat (4)

meliput -

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/atau

keadaan lain berdasarkan pcrumbanyn Bupati.

(11) Kﬂ.entuan lebih lanjut menpgenas admimistras: dan tata cara

pembernan kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan
Bupati.

papEp

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 102

(1) Setiap pejabat dilarang membentahukan kepada pihak lain sepala
sesuatu vang diketahuil atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak
dalam rangka jabatan atau pekeraannya untuk menjalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
Daerah.

(2) Larangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap
tenaga ahli vang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan Daerah.

(3) Yang dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dan avat (2) adalah:

a_ Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli
dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yvang ditetapkan oleh Bupati untuk
memberikan kKeterangan kepada pejabat lembaga negara atau
instansi Pemerintah vang berwenang melakukan pemeriksaan
dalam ldang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan tenaga ahl
sebageimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dar atau tentang Wajib Pajak kepada
prthak yang ditunjuk.

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana
atau perdata, atas permintaan hakim sesuail denpgan hukum acara
pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
tenaga ahl sebagaimana dimaksud pada avat (2), untuk membenkan
dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak vang

ada padanya.

(6) Permintaan...
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Permintaan halam sebagaimana dimaksud pada avat (5), harus
menvebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan vang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata vang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

EAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi
kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan Pajak atau Retnbusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 104
Waijib Pajak untuk jenis Pajak wvang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wapb Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPTD.
Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1)
dilakukan setiap masa Pajak.
Wajnub Pajak yang tidak melaksanakan kewapban pelaporan SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa denda.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan STPD
untuk setiap SPTPD.
Sanks: admimstratil berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
bencana alam;
kebakaran;
kerusuhan massal atau huru-hara;
wabah penyakit; dan/atau
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

paDagR

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 105
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
pepajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) sehingga
merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan
perundang-undangan.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban

perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) sehingga
merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana sesuail peraturan
perundang-undangan.

BAB X...
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BAR X
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIRUSI

Pasal 106

(1) Perangkat Daerah wvang melaksanakan pemungutan DPajak dan
Retribusi dapat diberi inscntif atas dasar pencapaian kincrja tertentu
dengan menyesuaikan kelenluan peraluran perundang-undangan.

(2) Pemberian msenfiil sebagammana dimmaksud pada ayat (1) dibebankan
kepada APRID.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 107
Kelenluan mengenai immseniil pemungulan Pajak dan Retribusi
sebagmmana dialur dalam Pasal 106 hanya dapatl dilaksanakan sampeai
dengan diberlakukannva pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil
negara vang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan
fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB X1
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai ITukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pcjabat pegawai
negeri sipil lerlentu di ingkungan Pemennlah Daerah yang diangkal
oleh pejabal yang berwenang sesual dengan kelentuan peraluran
perindang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Dacrah dan Rctribusi agar kctcrangan atau laporan tcrscbut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. menelid, mencan, dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
sehuubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan
Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Dacrah dan Retribusi;

d. mcmceriksa buku, catatan. dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di lhidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukt tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

g. menyuruh...



(4)

(1)

(2)
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g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
riangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen vang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Dacrah dan Retribusi;

1. memanggill orang uniuk didengar kelerangannya dan diperiksa

sebagai lersangka alau saksi;

menghentikan penvidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan

dimulainya pcnyidikan dan mcnyampaikan hasil penyidikannyva

kepada penuntul umum melalui penyidik pejabal Polisi Negara

Republik Indonesia, sesual dengan kelentuan vang diatur dalamn

Indang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 109

Ketlentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB,
mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 20205.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan
kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi vang belum diselesaikan
sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannyva
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan
Dacrah ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaka:

a.

b.

ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek
Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau merupakan objek Retribusi oleh
BLUD dalam Perda atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD
dinyatakan masih tctap berlaku sampai dengan diundangkannya
Peraturan Daerah inmi paling lama samnpan dengan langgal 1 Januan
2024;

ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa
barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya
Peraturan Daerah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari
2024; dan

ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik dacrah
yang lelah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih leltap berlaku
sampal berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII...
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakaa:

a.

h.

Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolchan Hak
alas Tanah dan Bangunan (Lemmbaran Daerah Kabupalen Kelapang
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen
Ketapang Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 10);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 11);
Peraturan Dacrah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Hiburan
(Lernbaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 12)
sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran Daerah Nomor 11 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kctapang Nomor 9)
sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran Daerah Nomor 12 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201 1
tentang Pajak Air Tanah (l.embaran Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11);
Peraturan Dacrah Nomeor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung
Walel (Lembaran Daerah Kabupalen Kelapang Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen Kelapang Nomor 12);
Peraturan Daerah Namor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan
Jalan (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Kctapang Tahun 2012 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen Kelapang Nomor 11);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 lenlang Relribus: Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 27);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013
Nomor 2, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatcn Kctapang Nomor
28):

PEIJ‘EllLlI"clIl Daerah Nomor 3 Tahun 2013 lenlang Relribusi Pelayanan
Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013
Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor
29);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Ketapang Nomor 30);

n. Peraturan...



p.

q.

LL.

W.

y.

WV

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tenftang Penvelenggaraan dan
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 31);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Pengujian  Kendaraan Bermotor (Lembaran  Dacrah
Kabupaten Kelapang Tahun 2013 Nomor 6, Tammbahan Lembaran
Daerah Kabupalen Ketapang Nomor 32);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 33)
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013
tcntang Rcetribusi Pemakaian Kckayaan Dacrah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Kelapang Tahun 2013 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 lenlang Penyelenggaraan Dan
Retribusi Rumah Potongan Hewan (l.embaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 34);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Dacrah Kabupaten Kctapang
Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Ketapang Nomor 35);

Peratuiran Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (l.embaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 59);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor
11, Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupaten Ketapang Nomor 37);
Peraluran Daerah Nomor 16 Tahun 2013 lentang Retribusi Pelayanan
Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 39);
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penvelenggaraan
Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Ketapang Nomor 40) scbagaimana tclah
diubah dengan Peraluran Daerah Nomor 5 Tahun 2019 lenlang
Perubahan Alas Peraluran Daerah Nomor 17 Tahun 2013 lenlang
Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomeor
78);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tempat Pelelangan
(Lecmbaran Dacrah Kabupatcn Kectapang Tahun 2022 Nomor 2,
Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupaten Ketapang Nomor 104);
Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2016 lenlang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 535);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan
Tera dan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Ketapang
Nomor 70);

Z. Peraturan...
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7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan Kelas TIT Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Agoesdjam (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomeor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 71); dan

aa. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan
Bangunan Gecdung (Lembaran Dacrah Kabupaten Ketapang Tahun
2022 Nomor 2, Tainbahan Lembaran Daerah Kabupalen Kelapang,
Nomor 101).

dicabut dan dinyatakan tidak herlaku.

Pasal 112
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, mcemcerintahkan pengundangan
Peraluran Daerah im dengan penempalannva dalam Lembaran Daerah
Kabupalen Kelapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 21 Desember 2023
BUTATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG
(L HE

ALEXANDER WILYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAITI KABUTPATEN KETAPANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (3/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
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AT

MINTARIA
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007




